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ABSTRAK 
 

Dhany Hamdany : TM/NIM : 2007/ 84307, Pelaksanaan Pelayanan Satu 
Pintu (one stop sevice) di Kantor Pelayanan 
PerizinanTerpadu Kota Bukittinggi 

 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) sebagai lembaga yang 

berfungsi sebagai One Stop Service (OSS) Kota Bukittinggi yang melayanan 
perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap 
terbitnya dokumen izin Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
mekanisme pelayanan satu pintu di KPPT Kota Bukittinggi dalam hal pelayanan 
pengurusan izin di Kota Bukittinggi, kendala yang dihadapi, dan upaya yang 
dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi. 

 
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan 

nyata. Sumber datanya meliputi data primer yang diperoleh melalui proses 
wawncara dan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan 
dengan penelitian. Metode penarikan informan yang digunakan bersifat purposive 
yaitu dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk 
menjadi sumber data. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara 
dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi data yaitu 
menguji data yang sejenis dari berbagai sumber. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah dnegan Teknik Analisis Interaktif. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pelayanan satu pintu di 

KPPT Kota Bukittinggi sudah sangat membantu dalam hal mekanisme pelayanan, 
dapat dilihat dari penerapannya pada asas dan prinsip pelayanan terpadu satu pintu 
yang sudah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan asas dan prinsip pelayanan 
terpadu satu pintu dapat dilihat pada SOP teknis yang sudah ada dan dapat dilihat 
langsung oleh masyarakat yang ingin mengurus izin. Kendala yang ditemui 
dilapangan terdapat di bidang SDM, Informasi dan sosialisasi, sarana pendukung 
lainnya. Upaya yang dilakukan oleh KPPT yaitu menambah kuota SDM yang 
kompeten di bidangnya ,meningkatkan koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang 
melakukan survey kelapangan, serta mengajukan permintaan kelengkapan sarana 
pada RKA tahun berikutnya agar sarana dan prasaranan yang ada dilengkapi oleh 
pemerintah kota.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era reformasi ini, kebutuhan masyarakat akan transparansi pelayanan 

pemerintah sangatlah penting diperhatikan. Perkembangan teknologi informasi 

menghasilkan titik cerah bagi masyarakat dalam memperoleh kenyamanan dalam 

pelayanan. Selain itu pelayanan yang baik juga membantu pemerintah dalam 

memperoleh masukan dari masyarakat. Penggunaan konsep pelayanan yang baik 

ini membangun suatu sistem antara masyarakat dengan pemerintahan yang 

dikenal dengan sebutan Pelayanan Publik.  

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, pelayanan publik pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan seluruh 

kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk jasa maupun non-jasa. Hal itu di atur 

dalam undang-undang sebagai kewajiban dari pemerintahan untuk memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman 

dengan urusan pemerintahan yang ada. Pelayanan yang diberikan pemerintah 

secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat 

merupakan objek dan sekaligus subjek dari pembangunan yang dilakukan pada 

semua aspek yang ada baik dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat. 

Pemerintah merupakan sumber layanan publik, karena pemerintah lah yang 

memproduksi, mendistribusikan, dan menjual barang ataupun jasa kepada 

masyarakat.  
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Layanan publik yang berfungsi memenuhi setiap kebutuhan hidup orang 

banyak atau kepentingan umum seperti air minum, jalan raya, listrik, telepon dan 

lain-lain. Layanan publik merupakan hak dan kebutuhan dasar setiap orang lepas 

dari suatu kewajiban. Masalah pelayanan memiliki peranan yang sangat penting 

karena menyangkut kepentingan umum.  

Perkembangan kondisi masyarakat yang sangat dinamis, tingkat kehidupan 

masyarakat yang semakin baik, merupakan menyebabkan semakin tingginya 

tingkat pendidikan masyarakat sehingga masyarakat cenderung lebih kritis dan 

bijak dalam menanggapi suatu masalah. Hal ini menyebabkan masyarakat 

semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga 

negara dalam kehidupannya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat 

semakin berani untuk menyatakan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada 

pemerintah. Masyarakat menjadi semakin kritis dan semakin berani untuk 

melakukan kontrol terhadap hal yang dilakukan oleh pemerintahnya. 

Menyikapi kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas, birokrasi publik 

harus dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi ini dengan cara memberikan 

layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, 

tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas 

manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara 

aktif menentukan masa depannya sendiri. Arah pembangunan kualitas manusia 

adalah memberdayakan kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan 

kreativitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri. 
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Demi mencapai sebuah pelayanan prima institusi membuat pola 

penyelenggaraan pelayanan yang ada diantaranya yaitu pola pelayanan satu pintu, 

pola pelayanan satu atap, pola pelayanan terpusat, pola pelayanan teknis 

fungsional, dan pola pelayanan elektronik. Dalam pemberian pelayanaan ada yg 

dikenal sebagai Standar Operating Procedure (SOP). SOP adalah Suatu 

standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong  dan 

menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. SOP 

merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk 

menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Jadi SOP merupakan tolak ukur dari 

keberhasilan suatu layanan yang diberikan kepada masyarakat, apakah layanan 

tersebut sudah berkualitas bagi masyarakat atau belumnya. Pelayanan yang ada di 

sebut baik dan berkualitas apabila sudah memenuhi ketetapan yang sudah 

ditetapkan di dalam SOP.  

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan 

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai 

dari tahap permohonan sarnpai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu 

tempat. Kemudian berdasarkan penjelasan Modul Strategi Memperbaiki Kualitas 

Pelayanan Perizinan pada Diklat Teknis Pelayanan Publik, Akuntabilitas, dan 

Pengelolaan Mutu untuk Eselon III Lembaga Administrasi Negara dan 

Departemen Dalam Negeri Indonesia, dijelaskan bahwa pola pelayanan terpadu 

satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis 

pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Pola 

ini hakekatnya hampir sama dengan pola penyelenggaraan pelayanan terpusat, 
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penyelenggaraan dilakukan pada satu tempat atau lokasi tertentu, dilayani melalui 

satu pintu.  

Asumsinya penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara tunggal oleh 

Dinas/Instansi tertentu atau oleh Unit kerja tertentu yang mandiri, (UPTSP), dan 

diselenggarakan pada satu tempat atau lokasi tertentu. Jenis pelayanannya 

meliputi pelayanan yang prosesnya memiliki keterkaitan dengan perizinan yang 

lain, artinya, ada keterkaitan antara kewenangan pelayanan perizinan yang 

dimiliki oleh satu atau lebih dari dinas/instansi tertentu yang dipadukan dan 

dikoordinasikan oleh satu Dinas/Instansi atau Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(UPTSP). 

Pemerintah Kota Bukittingi melakukan berbagai upaya dalam peningkatan 

pelayanan publik salah satunya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kota Bukittinggi dengan menerapkan pelaksanaan segala kegiatan 

administrasi di kantor ini dengan pola pelayanan satu pintu atau One Stop 

Service.Pelayanan Satu Pintu atau One Stop Service dimaksudkan dengan 

pemberian pelayanan publik secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah 

berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkaitnya. Hal ini 

tercantum dalam Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2001 tanggal 

5 April 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Kota 

Bukittinggi. 

Dalam pemberian pelayanan satu pintu di Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu, ada SOP yang digunakan sebagai salah satu tolak ukur kinerja pegawai 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam memberikan pelayanan yang baik 
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kepada masyarakat. Pada Standar Operational Procedur (SOP) yang digunakan di 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)  Kota Bukittinggi, ada 21 jenis 

perizinan yang dilayani, namun ada 5 perizinan yang menggunakan biaya 

diantaranya 4 retribusi yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin penggalian 

jalan, berm, dan trotoar, Izin Pemakaian Alat berat, dan Surat Izin Tempat Usaha 

(SITU), sera satu pajak yaitu pajak reklame.   

Masalah yang kini terjadi di KPPT Kota Bukittinggi yaitu sering terjadinya 

keterlambatan dalam hal survey ke lapangan, hal ini disebabkan sulitnya 

penyocokan jadwal untuk survey ke lapangan dengan instansi terkait yang akan 

turun ke lapangan melakukan survey, selain itu kurangnya SDM di bidang teknis 

menyebabkan sering terlambatnya penyelesaian perizinan yang ada di KPPT Kota 

Bukittinggi. Hal ini menegesankan pelayanan yang ada menjadi berbelit-belit 

kepada masyarakat. 

Hal lain yang tidak kalah menjadi masalah yaitu maraknya praktek 

percaloan dalam pengurusan izin (Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin 

Tempat Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, dan Izin Mendirikan Bangunan). Hal ini 

seharusnya menjadi perhatian pemerintah, karena salah satu sebab masyarakat 

lebih memilih jasa percaloan karena mereka tidak suka dengan birokrasi  yang 

berbelit-belit, oleh karena itu diperlukan sosialisasi yang lebih baik lagi agar 

masyarakat mau datang sendiri dengan memenuhi kelengkapan persyaratan 

mengurus perizinan yang ada sehingga masyarakat tidak menggunakan jasa calo 

lagi.   
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Berdasarkan hasil observasi awal dengan kepala KPPT Kota Bukittinggi, 

Bapak Drs. Jhonni beliau mengatakan bahwa, salah satu masalah yang dihadapi 

oleh KPPT saat ini yaitu mekanisme pelayanan yang ada terkendala pada saat 

survey ke lapangan, hal ini dikarenakan karena KPPT harus berkoordinasi dengan 

instansi-instansi terkait membuat sering ditundanya jadwal survey ke lapangan. Di 

sisi lain yang menjadi kendala yaitu kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang kompeten di bidangnya. Selain itu ruang pelayanan yang kecil, 

belum memadainya loket-loket pelayanan yang ada, kurangnya sarana dan 

prasarana, serta  kurangnya informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh KPPT, 

ruang tunggu yang kecil , sehingga membuat pelayanan yang ada menjadi tidak 

tepat waktu. 

Semua pelayanan yang ada di KPPT Kota Bukittinggi sudah dapat dilayani 

oleh pegawai KPPT, namun yang menyebabkan masih adanya keluhan dari 

masyarakat yaitu karena fasilitas yang belum memadai seperti gedung, ruang 

tunggu, sosialisasi, serta kuantitas SDM yang belum memadai yang tidak 

seimbang dengan kebutuhan pelayanan yang hendak diberikan kepada 

masyarakat. 

Masih banyaknya keluhan dari masyarakat dan adanya kendala yang dihadapi 

oleh kelurahan, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dan kajian 

mendalam tentang “Pelaksanaan Pelayanan Satu Pintu (one stop sevice) di 

Kantor Pealayanan PerizinanTerpadu Kota Bukittinggi.” 
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B. Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut: 

a. Mekanisme pelayanan yang belum berjalan dengan baik. 

b. Kurangny kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia di kantor KPPT. 

c. Kurangnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. 

d. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan 

pelayanan yang baik. 

2. Pembatasan Masalah 

Untuk memberikan arahan pada masalah yang diteliti sehingga maksud dan 

tujuan tercapai serta tidak menyimpang, maka perlu adanya batasan masalah. 

Penulis akan membatasi penelitian dengan proses pelayanan satu pintu (one stop 

service) KPPT Kota Bukittinggi serta solusi yang diambil oleh KPPTuntuk 

mengatasi masalah yang ada dalam pemberian pelayanan satu pintu. 

3. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah mekanisme Pelayanan Satu Pintu (one stop sevice) di 

KPPT Kota Bukittinggi? 

b. Kendala-kendala apa saja yg ada dalam pelaksanaan  Pelayanan Satu Pintu 

(one stop sevice) di KPPT Kota Bukittinggi? 
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c. Apa upaya – upaya yang dilakukan KPPT Kota Bukittinggi dalam 

penerapan Pelayanan Satu Pintu (one stop sevice) di KPPT Kota 

Bukittinggi? 

C. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini terfokus dan tidak mengambang serta untuk mempertajam 

pembahasan, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan 

pelayanan satu pintu (one stop service), dalam hal ini dilihat pada mekanisme 

pelayanan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan pelayanan Satu Pintu. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan judul dan masalah penelitian yang telah dirumuskan 

maka penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui mekanisme Pelayanan Satu Pintu (one stop sevice) di KPPT 

Kota Bukittinggi. 

2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemukan dalam penerapan 

Pelayanan Satu Pintu (one stop sevice) di KPPT Kota Bukittinggi. 

3. Mengetahui upaya – upaya yang dilakukan KPPT Kota Bukittinggi dalam 

penerapan Pelayanan Satu Pintu (one stop sevice). 

E. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yang telah dirumuskan di atas, diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk pengembangan 

konsep ilmu pengetahuan tentang penerapan pelayanan publik yang  
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prima, dan bagaimana suatu pelayanan public yang prima tersebut dapat 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa Ilmu 

Adminstrasi pada umumnya dan Ilmu Administrasi Negara pada 

khususnya 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan 

akademis Fakultas Ilmu Sosial dalam menambah bahan kajian 

perbandingan bagi yang menggunakannya. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

pemerintahan Kota Bukitiinggi untuk meningkatkan pelayanan bagi 

masyarakat  khususnya pelayanan satu pintu di KPPT Kota Bukittinggi  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


